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PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketcntuan Pasal 4 ayat (2)
dan ayat [4) Peraturan Presiden Nomar 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal, pcrhi diatur tentang
Rencana Umum Peimnaman Modal di Kota Metro;

b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Umum Penanaman Modal Kota Metro;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 ten tang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

2* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724];

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2012 tentang Rencana
Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 42);

3. PeraLuran Kepala Badan Koordinasi Pcnanaman Modal Nomor 9
Tahun 2012 tentang Pedoman Pcnyusunan Rencana Umuni
Penanamari Modal Pmvinsi dan Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupaten/KoU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 93);



6. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Lampung Tahun
2015-2025;

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14J;

8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metra Tahun 2016
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KOTA METRO

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Metro,

2, Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sehagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daer ah.

8. Walikota adalah Walikota Metro,

4, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah Kota Metro.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro.

6, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

7. Pcritciaman Modal adalah scgala bentuk kegiatan menanam modal, bark oleh
penanam modal dalam negen maupun penanaman modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

8. Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang selanjutnya disebut RUPMK Metro
merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang bersifat jangka
panjang dan berlaku sampai dengan Tahun 2025.

BABU
FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPM

Pasai 2

(1) RUPM Kota Metro merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka
panjang berlaku sampai dengan tahun 2025,

(2) RUPM Kota Metro menjadi acuan bagi Saman Keija PerangkaL Daerah dalam
menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.



(3} RUPM Kota Metro berfungsi untuk mciislriergikan. opcrasionalisasi seluruh
kepentingan sektoral agar Lidak turnpang tindih da lam. penetapan prioritas.

Pasal 3
(1.) RUPM Kota Metro sebagaimana dintiaksud dalam Pasal 1 disusun. dengan

mengikuti sistematika sebagai berikut :
a. Pendahuluan;
b. Asas dan Tujuan;
c. Visi dan Misi;
d. Arab Kebijakan Penanaman Modal yang terdin dari:

I) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2) Persebaran Penanaman Modal;
3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Encrgi, Kebudayaan dan

Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
4) Penanaman Modal yang Berwawastm Lingkungan (Green Investment^
5) Pem herdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;

dan
7) Pemasaran Penanaman Modal.

e. Pcta Panduan (Roadmap) Implemcntasi Rcncana Umum Penanaman Modal
Kota Metro yang terdiri dari :
1) Fase I (2016 - 2017) : Penanaman modal yang relatif mudah dan cepat

mcnghasilkan (quick yielding] dan percepatan realisasi penanaman modal
untuk proyek-proyek strategic (padat karya) dan ramah lingkungan;

2) Fase II (2018 - 2022) : Percepatan pembangunan infrastruktun dan
Fasilitas Pcndukung penanaman modal;

3) Fase III (2022 - 2025] : Pengpmbangan industri pengolahan berdaya saing,
dan Berbasis Pengetahuan (Knowledge-based Industry).

k Pelaksanaan.

(2) RUPM Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum daLam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Walikota ini.

BAB III
PELAKSANAAN RUPM

Pasal 4
(]) Dinas PMPTSP Kota Metro mengidentifikasi dan menyusan prospektus potensi

penanaman modal dl Daerah dan memasarkan potensi penanaman modal secara
cluktil dan. tcpal sasaian, sesuai dengan RUPM Kota Metro sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Dinas PMPTSP Kota Metro mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan lintas sektor
dalam realisasi pclaksanaan penanaman modal.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pcmcrintah Dacrah
iTcmbcrikan insentil dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
berdasarkan pada arah kebijakan pemberian insent if dan kcuiudalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6.

[3) Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dievsduasl
secara berkala oleli Dinas PMPTSP Kota Metro dengan inelibatkan SKPD terkait.

Pasal 6
(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling

sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tabun.
(2) Hasil evaiuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas

PM-PTSP Kota Metro kepada Walike*ta untuk dibahas dengan SKPD terkait dan
ditindaklanjuti sesuai hasil pembahasam

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintabkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempotannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal ^8

Diundangkan di Metro
pada tanggal ZB 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ishXc
BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUR 2016 HOMOR...^



LampIran I : Peratüran Walike La Metro
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 2-2 20lö

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR S3 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

A, Pendahuluan
Penanaman modal merupakan salah satu urusan pemerintaiian

wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur
dalarn Pasal 12 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintaiian bidang
penanaman modal tersebar dalem beberapa urusan pemerintahan,
terutama berkaitan dengan perizinan. Orientasi penanaman modal
berkaitan erat dengan kemudahan perizinan. Sub urusan pemerintaiian
bidang penanaman modal scbagaimana diatur dalam Undang-Uudang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas ;

1. Pengembangan Ikiim Penanaman Modal;
2. Kerja Sania Penanaman Modal;
3. Promosi Penanaman Modal;
4. Pelayanan Penanaman Modal;
5. Pengcndalian Pclaksanaan Penanaman Modal; dan
6. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Peda sub urusan pengembangan ikiim penanaman modal,
pemerintah daeiuh kabupaLcn/kota mcnyelenggarakan dua hal, yaitu:
(a) Penetapan pemberian fasilitas/insentif dl bidang penanaman modal
yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota; dan (b)
Pcmbuatan peta potensi investasi kabupaten/1kota.

Pada sub urusan kerja sama penanaman modal, tidak ada yang
secara konkuren diseienggarakan oleh pemerintah provinsi maupun
pemerintah kabupaten/ kota. sub urusan ini keselumhannya
dïselenggarakan o1eh pemerintah (pusat). Sub urusan promosi
penanaman modal diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Sub urusan pelayanan penanaman modal yang disdenggarakan
oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman
modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Sub bidang
Pongendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan sub bidang Data dan
Sistem Informasi Penóinuman Modal diselenggarakan juga oleh
pemerintah kabupaten/kota.



Rencana Umum Penanaman Modal (RU PM) disustm sebagai
dokumen perencanaan (het plan) yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan penanaman modal. Dokumen ini disusun mulai dari
tingkat nasional (pemerintah pusat), pemerintah provinsi, dan
pemcrintah kabupaten/kota. RUPM menjadi arah perencanaan
penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat
dalam satu dokumen. Ha1 ini sesuai pula dengan kctentuan Pasal 4
Undang-Undang Nd mor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ModaL
yang menyatakan bahwa Pemcrintah menetapkan kebijakan dasar
penanaman modal.

RUPM menupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka
panjang, berlaku sampai tahun 2025. RUPM berfungsi untuk
mensinergikan dan mcngopcrasionalisasikan scluruh kepentingan
sektomn terkalt, agar tidak tcrjadi tumpang tindih dalam penetapan
prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Pemcrintah telah menetapkan Rencana Umum Penaria man Modal
Nasional dengan PeraLuran Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2012, di mana pada Pasal 4 ayat (1) menga manatkan
Pemerintah Daerah untuk mcnynsun Rencana Umum Penanaman
Moda! Daerah (RUPMD) yang mcngacu pada RUPM Nasional dan RUPM
Provlnsi, serta priority pengembangan potensi Daerah.

Mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Kola Metro menetapkan 3
(dgaj sektor prioritas nasional, yatlu panpan dan hasil bumi,
infrastruktur, dan energi, sebagai prioritas Daerah. Ketiga sektor
tersebut mcrupakan isu besar yang menjadi tantangan di masa depan
schingga kcliganya hams diperhatikan dalam pengembangan kualitas
dan kuantitas penanaman modal. Selain 3 (liga) sektor tersebut, RUPM
Kota Metro menetapkan 3 (tiga) sektor prioritas daerah., yaitu
kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif yang
merupakan sektor unggulan di Rota Metro.

Dalam RUPM Rota Metro juga ditctapkan bahwa arah kebijakan
pengembangan penanaman modal hams menuju program
pengembangun ekojiomi hijau (.green eeonomy). Target pertumbuhan
ckonomi hams sejalan dengan isu pcnccgahan pemanasan global dan
tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu
kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melatui 2 (dua)
strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Selain
itu, perlu jugti direncanakan teniang ijemherian fasilitas, kemudahan,
dan/atau insentif penanaman modal yang strategis sesuai dengan
tujuan Pemerintah Daerah, Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau
insentif sejalan dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman
moda! yang kondusif dan promosi penanaman modal yang
dïlaksanakan secara terfokus, terarah, dan efcktit* Perencanaan ini
diperlukar untuk meningkatkan dan memperbaiki iklim penanaman
modal di Kota Metro.



Bentuk upaya pcningkatan tersebut dapat dilakukan dengan adanya
kebijakan dasar investasi /penanaman modal sebagai rencana umum
penanaman modal kota Metro yang dipergunakan unLuk memberikan
gambaran dan arahan kebijakan, strategi, dan program pelaksanaan
peiiyolenggaraan kcgiatan penanaman modal di daerah. Hal ini
dilakukan untuk mendorong tereiptonya iklim usaha yang kondusif di
Kota Metro scbagai bagian upaya memperkokob struktur perekonomian
nasiunal.

Investasiƒpena naman modal tcrbagi atas investasi dengan lasilitas
dan investasi non-fasilitas. Investasi dengan fasilitas adalah investasi
yang proses perizinannya melalui Badan Kordinasi Penanaman Modal
(BKPM), sedangkan investasi non fasililas adalah investasi yang proses
perizinannya melalui Pemcrintah Kabupaten/Kota. Investasi dengan
fasilitas yang dilakukan melalui HKPM diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnva pads Dab
X Pasal 18-24, balk untuk investasi dalam negeri (PMDN) maupun luar
negeri (PM A),

Berdasarkan data Kantor Pena naman Modal dan Perizinan Satu
Pintu Kota Metro tahun 2015, Lerdapat 137 Perusahaan PMDN dengan
total nilai investasi untuk PMA sebesar Rp.86.924.317,- atau
mcngalami penunman sebesar 0,67 % dari total Investasi yang masuk
pads tabun 2014 Besarnya investasi tersebut diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan pembangunan dan
pertumbuhan perekonomian Kota Metro.

Dalam rangka mengimplcmcntasikan seluruh arah kebijakan
penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM Kota Metro juga
ditetapkan peLa pamluan (ruadTFUip) implementssi yang dapat menjadi
arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan pena naman
modal sesual dengan potensi dan kandisi kemajuan ekonomi Indonesia.
Feta panduan tersebut perlu ditindakkmjuti oleh SKPD terkait secara
konsisten dengari knmirmen yang tinggi.

B. Asas dan Tujuan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2ÜÜ7 tentang

Penanaman Modal, Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk
mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Daerah
berdasar asas kepastiau liukum, keLeibukaau, akuntabilitas,
perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara,
kebersamaan. ehsicnsi bcrkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian., serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar
dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu ;

1 . Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

2- Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

4. Menmgkalkan kemampuan daya saing usaha daerah;

5. Meningkatkjm kapasitas dan kemampuan Leknologi daerah;

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;



7. Meugolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar
daerah, maupun luar negeri; dan

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sedangkan tujuan kegiatan Penyusunan RUPM Kota Metro adalah :
1. Mengidentifïkasi potensi investasi/ penanaman modal yang dapat

dikcmbangksn dalam rangka pcnyelenggaraan penanaman
modal berdasarkan kondisi sumberdaya alam, sosial, ekonomi
dan budaya Daerah.

2. Mengidentifïkaai faktor internal maupun eksternal yang
mempeïigaruhi penyclenggaraan penanaman modal baik yang
bcrhfat positif maupun yang bersifat ncgatif.

3. Melakukan analisa dan kajian terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi pcnycknggaraan penanaman modal.

4. Merumuskan kebijakan, strategi dan penyusunan program
kegiatan dalam rangka mcningkatkan iklim penanaman modal
sesuai dengan asas penanaman modal.

C. Visi dan Misi

Mengacu Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016
tentang Rencana Pemhangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Metro Tahun 2005- 2025, maka visi Visi Kota Metro Tahun 2005-2025
adalah : “Metro Kota Pendidikan yang Maju dan Sejahtera Tahun 2025”.
Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, yaitu :
1] Mewujudkan maayarakat yang berpendidikan, berbudaya, berakhlak

mulia, bermoral, beretika, dim ukhuwah keberagamaan dalam
kehidupan.

2) Mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial
masyarakat yang memadaL

3) Mewujudkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan. dan
potensi daerah.

4] Mewujudkan ruang kota yang herwawasan lingkungan.
5) Mewujudkan saraas dan prasarana perkotaan yang memadai.

6) Mewujudkan tata kclola ptmerintahan yang baik (Good
Ckwermunce) .

Visi misi RUPM Kota Metro yang sejalan dengan RPJPD Kota Metro
Tahun 2005 - 2025 Lelah memasuki RPJM Daerah III (Ketiga) Tahun
2015-2020. Berdasarkan Visi Misi tersebut, maka bidang penanaman
modal dikategorikan ke dalam Misi-3, yaitu “Mewujudkan
pviekonomian beibasis ckonomi kerakyatan dan potensi daerah”.

D. Arab Kebijakan Penanaman Modal

Berdasarkan Misi-3 diatas, maka terkait dengan arah kebijakan
berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada
peningkatan iklim yang kondusif bagi investasi, penycdiaan lapangan
kerjaj penguatan lembaga keuangan dan perkoperasian serta kebijakan
ekonomi yang mendukung kreaüfitas dan inovasi waxga.



Berdasarkan Gsi dan misi, dirumuskan azali kebijakan penanaman
modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2, Persebaran Penanaman Modal;

3. Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur,
Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pcndidikan dan Ekonomi
Kreatif;

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green
investment);

5, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
(UMKMK);

6 Pembcrian Fasiljtas, Kemudahan, dart Insentif Penanaman
Modal;

7. Pemasaran Penanaman Medal.

Ketujuh arah kebijakan penanaman modal Kota Metro dijabarkan
sebagai benkut :
I. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arab kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah
sebagai berikut. :

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah
Untuk menoapai penguatan kelembagaan penanaman modal,
maka kelembagaan penuiuim<m modal di Daerah, SKPD
teknis/sektor terkait, perlu memiliki visi yang sama mengenat
pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal, pelimpahan dan pendelegasian kcwenangan di bidang
penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-
lembaga lerwebuL
Penguatan kelembagaan penanaman modal di Daerah
dilakukan sekurang-kurangïiya dengan :

1) Pengembangan sistem Pclayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih clïsicn,
efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal.

2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleb
lembaga/ instanst yang berwenang di bidang penanaman
modal dengan mendapat pendelcgasian atau pclimpahan
wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan non perizinan di Daerah.

3) Peningkatan koordinasi antarlcmbaga/instansi di Daerah
dalam rangka pelayanan penanaman modal. Hal ini akan
memberikan kepastian dan kenyamttnan berusaha kepada
para penanam modal.

4) Peningkatan peran lembaga penanaman modal Daerah
untuk seoara Icbili proaktif monjadi initiator penanaman
modal serta bemrientasi pada pemecahan masalah dan
fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan
maupuil yang sudah menjalankan usalianya di Daerah.



b Pcngaturan Bidang Usaha yang Termtup dan yang Terbukadengan Persyaratan
Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka
dengan persyaratan diatur dengan cara:
1| Pengaturan bidang usaha yang Lertutup uni.uk penanaman

modal berdasarkan kriteria keschatan, moral, kebudayaan,
lingkungan hidup, kcamanan, serta kepcntingan strategie
lainnya.

2,i Peugaturan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan ditetapkan dengan kritcria-kiiteiia yang
dianggap strategis, seperti periindungan sumber daya
alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikny kecil.
menengah dan koperasi, pengowasan produksi dan
distribusi, peningkatan kapasitas teknokgi, peningkatan
partisipasi modal daerah, serta kcijasama dengan badan
usaha yang ditunjuk olch Pemerintah Daerah.

3) Bidang- bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan
persyaratan hams jelas dapat diidcntkïkasi dan tidak
meriim bulkan multi tafsir.

4) Pengawran bidang-bidang usaha yang tertutup dan
terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan
peraturan yang ditetapkan secara nasional.

c. Persaingan Usaha
Mengingat persaingan usaha mempakan faktor penting dalam
iklim penanaman modal, maka:
1) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang

schat [level af playing field}, sehingga menjamin adanya
kepastian kesempatan berusaha. yang sama di masing-
masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia nsaha
dapat tumbuh dan berkemhang secara sehat, serta dapat
menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada
perorangan atau kelompok tertentu.

2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap
kegiatan kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti
penetapan syarat perdagangan yang merugikan,
penïbagian wilayah dagang, dan strategj pcnctapan harga
yang mematikan pesaing.

d. Hubungan Industrial
Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal
dimaksudkan unt.uk mendukung pengembangan sumber daya
manusia di Daerah. Oleh karena itu diperlukan:
1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk

mcmbciikan program pelatihan dan peningkatan
ketrampilan dan kealilian bagi para pekerja.

2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya
perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekeija
dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad balk (code of
good faith},



e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan
Arab kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan
adalah pembuahm sis tem administrasi perpajakan dan
kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efïsien. Untuk im
diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata
cara penningtitan pajak dan bea masuk yang akan dibertkan
sebagai insentif bapi penanaman modal. Pilihan atas Insentil'
perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal
perln memperbafikan aspek strategic sektorak dacrah, jangka
wakiu danjuga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Perse ba ran Penanaman Modal
Arah kebijakan untuk mendorong perstbaron penanaman modal
adalah sebagai berijmt :
a, Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilsysh

yang potensial, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh
wilayah-wilayah tersebut.

b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif
penanaman modal di wilayah-wilayah potential.

c. Pcngembangan kawasan strategis pai iwisata. daeraEi.
d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif

penanaman modal di kawasan strategie pariwisata dacrah.
c. Penyusunan prospektus/ potensi penanaman modal untuk

potensi penanaman modal di setiap keeamatan dan
memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk
mendorong pemerataan penanaman modal di Dacrah.

3. Fokus Pengembangan Pangaa dan Hasil Bumi, Jnfrastruktur,
Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi
Kreatif
a. Pïtngan dan Hasi! Bumi

Sasaran penanaman modal bidang pangan dan hasil bumi
adalah untuk mewujudkan kontribusi Daerah dalam
ketahanan pangan nasional, dengan menjadi pusat
perbenihan (seed centre) terkemuka di Indonesia dan dengan
meningkatkan teknotogi pengolahan komoditas pertanian,
perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
Arab kebijakan penanaman modal di bidang pangan dan hasil
burn! adalah subagai berikut:

1] Pemberian fasilitas deun, kemudahan pada penanaman
modal dalam bidang pertanian.

2) Peningkatan industri pengolahan hasil perinnkm,
perkebunan, kehutanan, dan perikanan dengan teknologi
Liiiggl untuk meningkatkan nilai tambah.

3) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman
modal dalam bidang pengolahan hasil pertanian dan
perikanan.



b. Infrastruktur
Saharan pengcmbangan infrastruktur adalah pengembangan
infrastruktur di kawiisan-kawasan pengembangan pariwisata,

Arab Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang
infrastruktur adalahi
1} Pengembangan jalan dan irigasi pertanian
2) Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas

pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata
3) Peinbeiian fasilitas dan kemudahan pada penanaman

modal kawasan pengembangan pariwisata, dan
infrastruktur jalan.

c. Energi
Sasaran perigcmbangan cncrgi adalah tersedianya pasokan
energi untuk pengembangan berbagai sektor di Daerah dan
tersedianya cncrgi baru dan terbarukan.

Arab kebijakan pengembangan penanaman modal bidang
energi adalah scbagai berikut :
1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan

terbarukan serta mendorong penanaman modal
infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi di
Daerah.

2) Pengurangan energi fosil untuk alat transportssi, list.rik,
dan industri dengan subsLitusi menggunakan energi baru
dan terbarukan.

3) Pembcrian ïasilitas, kemudahan, dan/atau insentif
penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan
domestik untuk penanaman modal sektor cncrgi yang
menyediakan kebutuhan energi di Daerah dan sumber
energi terbarukan.

d. Kebudayaan dan Pariwisata

Sasaran pembangyman kebudayaan dan pariwisata diarahkan
untuk meudukung sasaran yang hendak dicapai dalam
kebijakan pengembangan pariwisata keluarga.

Arab kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang
kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut?

Ij Optimalisasi Daya Tank Wisata yang telah ada dengan
memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi DTW.

2) Pengenibangan Daya Tarik Wisala baru yang berbasis
kebudayaan.

3) Pumberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal
dalam bidang pemberian nilai tambah pada Dl’W yang
telah ada dan dalam pcmbangunan DTW baru.



e. Pendidikan
Penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada
pengembangan fasilitas pendukung pendidikan di Kota Metro
yang berdaya saing di tingkat global.
Arab kebijakan pengembangan pendidikan :

1) Pengembangan industri pendukung untuk peningkatan
daya saing Kota Metro sebagai pusat pendidikan.

2) Pemberian fasilitas dan insentif untuk penanaman modal
dalam bidang pengembangan industri pendukung untuk
peningkatan daya saing Kota Metro scbagai pusat
pendidikan.

f. Ekonomi Kreatif
Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada
pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis
teknologi informssi, dan Industri kreatif kebudayaan dan
pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan
pariwisata
Arab kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai
berikut :
1) Pengembangan industri kreatif kerajinan, industri kreatif

herbasis teknologi informasi dan industri kreatif
kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai
tambah kebudayaan dan pariwisata.

'?.] Pemberian fa^litas dan insendf pada penanaman modal di
bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis
teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan
pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan
dan pariwisata.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Groen
Investment).
Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan
(Groen Investment) adalah sebagai berikut :
a. Perlunya Ijcrsincrgi dengan kebijakan dan program

pembangunan lingkungan hidup, khususnya program
pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi,
industri, energi, dan limbah, serta program peneegaban
kcrusakan sumber daya alam.

b* Pengembangan sektor-sektor priorites dan teknologi yang
ramah lingkungan, serta pcmanfasten potensi sumber energi
bam dan Lerbarukan.

c. Pengembangan ekonomi hijau (prcen economy].
d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif

penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong
upsya-upaya pclcstarian lingkungan hidup termasuk
pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan
perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon
(carbon trade].



e. Peningkatan penggunaan tcknologi dan proses produksi yang
ramah lingkungpn secara lebih terintegrasi, dari aspck hulu
hingga aspek hilir.

f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan
kemampuan atau daya dukung dan days tampung
lïngkimgjan.

5. Pemberdavaan Usaha Mikro, Kccil, Menengah, dan Kopcrasi
(UMKMK) "

Sesuai dengan Misi RPJMD 2016-2021 yaiiu mi Luk menguatkan
perekonomian daerah yang didukung dengan scmangat
kcrakyatan, inovatif dan kreatif, maka Pemerintah Daerah perlu
menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan
UMKMK dan peningkatan keunggulan kompetitif UMKMK.

Arab kebijakan pcmberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2
(dual strategi besar, yaitu :
a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha

yang bcrada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan
skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi
usaha keeil, kemudian meniadi usaha menengah, dan pads
akhimya menjadi usaha besar.

b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan bempa
hubungan (kerjasania) antara dua pihak atau lebih pelaku
usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip
saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat
keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala
usaha.
Aliansi dibangun agar vwrausahawan yang memiiiki usaha
lebih keeil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama
praduksi pada skala yang lebih besar. Aliansi Lersebut
dlbangun berdasarkan pertimbagan bisnis dan kerjasama
yang saling menguntungkan.
Pola aliansi semacam iniiah yang akan menciptakan
keterkaitan usaha (lingkage) antara usaha mikro, keeil,
menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Kasiktas, Kcmudahan, dan/atau Inscntif Penanaman
Modal
Vasilitas. kemudahan. dan/atau insentif penanaman modal
merupakan suatu keuntungan ekönomi yang diberikan kepada
sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk
mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan
kegiatan yang seauai dengan kebijakan yang ditetapkan
Pemerintah Kota Metro.
Arab Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan,
dan/atau Insentif Penanaman modal adalah sebagai berikut :



a. Irnpleinentasi Pola Umum Femberian Fasilitas, Kemudahan,
dan/atau Insentif, Bcntuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan,
dan/atau Insentif, Kriteria Penanaman Modal yang diberikan
Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Unanaman Modal,
dan Mekaniamp Pcmberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau
Insentif Penanaman Modal, sesuai yang diletapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan,
dan/atau Insentif Penanaman Modal.

b. Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam
implementasi Peraturan Baerah fen tang Pemberian Fasilitas,
Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal,

7, Pemasaran Penanaman Modal
Arab kebijakan pemasaran penanaman modal adalah sebagai
berikut :
a. Penguatan citra (image building) melalui pembentukan city

branding Kota Metro sebagai daerah tujuan penanaman modal
yang mcnarik dengan mengimplemeotasikan kebijakan yang
mendukung poiianaman modal dan menyusun rcncana tindak
penciptsan citra positif sebagai tujuan penanaman modal,

b. Pengembangan stratcgi pemasaran yang kbih terfukus,
tcrarah {well-targeted}, dan inovatif.

c. Pelaksanaan kegiatan pemasaran dalam rangka pencapaian
target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

d, Pcningkatan peran koordinasi pemasaran penanaman modal
dengan seluruh SKPD terkait

c, Penguatan peran fasilitasi basil kegistan pemasaran sccam
proaktif untuk mengubah minst penanaman modal menjadi
realisasi penanaman modal.

R. Peta Panduan (Hoadnuip) Inrplementasi Rencana Umum
Penanaman Modal

Psta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM) Kota MeLiu disusun dalam 3 (tlga) fase yang dilakukan
secara paralel dan simulian mulai dari fase jangka panjang dan
sating berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut :
I) Fase 1 (2016 - 2017) : Penanaman modal yang relatif mudah dan

cepat menghasilkan (quick yielding) dan percepatan realisasi
penanaman modal untuk proyek-proyek strategis (padat karya]
dan ramah lingkungan;
Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung
Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman
modal adalah sebagai berikut :

(1) Menginvontarisir berbagai kendala teknis / operational dan
menemukan kerangka solutif dalam fasiliLasi persiapan dan
implementasi proyek-proyck investasi;

(2) Menata uJang stmtegi pemasaran (marketing mix) penanaman

modal baik di dalam negeri maupun luar ncgcri;



(3) Mendesain city branding agar terbangun citra Kota Metro
sebagar Rota yang aman, nyaman dan mcnguntungkan untuk
tujuan penanaman modal potensial (the attractive place to
invest);

(4) Mengidentifikasikan proyek-proyek penanaman modal yang
siap ditowarkan kepada ca Ion investor, khuausnya proyek
investasi yang ramah lingkungan dan (rera waste);

(5) Menggalang kerjasama dengan Pcmerintah (BKPMb konsul
Jendral (Kedubes) dalam rangka promosi peluang penanaman
modal;

(6) Melakukan berbagai terobosan strategi terkait dengan arus
masuk penanaman modal baik PMDN maupun PMA (FD1).

2) Fase II (2018 - 2022| : Percepatan pembangunan infrastniktur,
dan Fasilitas Pendukung penanaman modal.
Untuk mendnkung implementasi Tahap [I dan mendukung tahap-
tahap lainnya, langkah-langkaii kebijakan penanaman modal
adalah sebagai berikut :
(1) Pnoritas kegiatEm penanaman mods I difökuskan paria

peningkatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang dihutuhkan;

(2) Melakukan revisi atas peraturan-pcraturan yang berkaitan
dengan penanaman modal;

(3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal
untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung
pengimplementasian kebijakan penggunaan energi
terbarukan;

(4) Pemetaan lokasi (zonasi) pengembangan sentra /klager
industri sesuai dengan arahan RTRW.

3) Fase 1U (2023 - 2025) ; Pcngembangan industri pengölshan berdaya
saing dan Berbasis Pengetahuan (Knowledge-based Industry).
Untuk mendukung implementasi Tahap III, langkah-langkah
kebijakan penanaman modal adalah sebagai berifcut :
(1) Mempcrsiapkan kebijakan dalam rangka mendurong kegiatan

penanaman modal yang inovatif, penelitian dan pengembangan
(research and development}, produktif dan efisiensi dalam
penggunaan energi;

(2) Mcnjadi kota yang memiliki industri kreatif yang unggul;
(3) Membangun pads area perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain

kawasan pendidikan berbasis teknologi (science technopark).
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